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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari penelitian yang 

berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN KEKERASAN 

HEWAN PELIHARAAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 337 

KUHP (STUDI KASUS : KEKERASAN HEWAN KUCING DI 

BLORA)”. Dengan demikian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap hewan berdasarkan Pasal 337 

KUHP telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam 

mencegah dan menindak kekerasan terhadap hewan. Ketentuan tersebut 

didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 

Tahun 2012, sehingga mencerminkan perlindungan hukum preventif 

dan represif melalui pengaturan larangan serta pemberian sanksi pidana 

bagi pelaku kekerasan terhadap hewan. 

2. Penerapan Pasal 337 KUHP dalam kasus kekerasan terhadap kucing di 

Kridosono, Blora, menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana. Namun, efektivitas penerapannya masih 
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terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya 

pelaporan, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, 

perlindungan hukum terhadap hewan memerlukan dukungan penegakan 

hukum yang konsisten serta partisipasi aktif masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan dengan kesimpulan yang didapat dari penelitian yang 

berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN KEKERASAN 

HEWAN PELIHARAAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 337 

KUHP (STUDI KASUS : KEKERASAN HEWAN KUCING DI 

BLORA)”. Dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu dilakukan 

penguatan regulasi mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan 

melalui penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait 

penerapan Pasal 337 KUHP. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara 

ketentuan pidana dan regulasi di bidang kesejahteraan hewan agar 

tercipta kepastian hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap 

hewan.  

2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan, diharapkan dapat menerapkan Pasal 337 KUHP secara 

konsisten terhadap setiap bentuk kekerasan terhadap hewan. Penegakan 

hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada 

pelaku sekaligus mewujudkan fungsi hukum pidana sebagai sarana 

perlindungan hukum dan pencegahan tindak pidana.  
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3. Kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan 

pemahaman mengenai pentingnya kesejahteraan hewan melalui 

kegiatan edukasi, sosialisasi, dan kampanye publik. Masyarakat juga 

diharapkan lebih aktif melaporkan setiap tindakan kekerasan terhadap 

hewan kepada aparat yang berwenang sehingga perlindungan hukum 

terhadap hewan dapat terlaksana secara efektif.  

4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat 

melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas 

penerapan Pasal 337 KUHP setelah ketentuan tersebut berlaku 

sepenuhnya, termasuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi 

penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap hewan 

serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan hewan di 

Indonesia. 
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